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TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA PIMPINAN PUSAT PERSATUAN ISLAM BANDT]NG PADA
SMA PLUS PERSIS PAMEI.INGPEUK DI KECAMATAN PAMEUNGPEUK
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KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan menengah

atas yang lebih sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan tenaga kerja,

Pimpinan Pusat Persatuan Islam Bandung telah mengusahakan didirikannya
SMA Plus Persis Pameungpeuk di Kecamatan Pameungpeuk;

b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan oleh SMA tersebut

telah terpenuhi:
c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas. dipandang perlu ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
perubahan kedua Atas Undang-flndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor a844);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor t9 Tahun 2005 tentang Standat Nasional

Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4496\;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar

dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik lndonesia Nomor 20 Tahun

2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2007 te*artg Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Mendiknas Nomor 22 dat23;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053N!2001 tentang Pedoman

Peny,usunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan

Mengingat


